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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

HOMOR 23 'TAIIUN 1994
TENTANG

PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

" Menimbang : Q.

(s [

Mengingat O

PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA,

pahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan
masyarakal yang optimal dan dalam rangka me-
ningkatkan-kualitaé sunber daya manusia diperlu-
kan langkah-iangkah peningkatan upaya kesehatan
ibu dan anak yang merata ke seluruh pelosok

tanah air;

pahwa bidan merupakan salah satu tenaga kesehat-
an yang mempunyal tugas utama dan kewehangan

dalam memberikan pelayanan kesehaltan kepada ibu

dan anak;

pahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna dalbm penyelenggaraan upaya kesehatan ibu

ldan anak perlu dllakukan pendayagunaan bidan se-

bagai pegawai tidak tetap; ' .
pahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu di-
atur ketentuan tentang Pengangkatan Bpidan seba-

gai pegawal Tldak Tetap;

pasal 4 ayat (1) Undang-Undahg Dasar 1945;

Undang-undang Nomor, 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kgpegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55,'Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); '

4. Undang-...
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4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kese-

hatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Homor 100,

rTambahan Lembaran Hegara Nomor 3495);

5. pPeraturan Pemerintalh Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertlkal di Daerah
(Lembaran Hegara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Hegara Nomor 3373);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGANGKATAN BIDAM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB™ I .
KETEMTUAN UMUM
Pasal 1

palam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti
program pendidikan pidan dan lulus ujian sesual
dengan persyaratan yang berlaku.

2. pidan sebagal Pegawal ridak Tetap adaldh bidan
yénq bukan pegawal négeri, diangkat oleh pPejabat

yang perwenang untuk melakukan pekerjaan sebagal
bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerin-

tah.
3. Menteri adalah Menterl yang bertanggung jawab di

bidang kesehatan.

BAB II
" KEDUDUKAN

Pasal 2

pidan sebagai Pegawal Tidak Tetap adalah unsur
aparatur negara, abdl negara dan abdl masyarakat

yang ...
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yang dengan penuhh kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan

Pemerintah.

BAB III
KEWAJIBAH DAN 1IAK

Pasal 3

Bidan sebagal Pegawai Tidak Tetap wajib :

a. setia dan taalt sepenuhnya kepada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatanj

c. mentaali dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedi-

nasan yang berlaku bagl pegawal negeri sipilj
d. melaksanakan masa bakti yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan tugas sebagai bidan sesual program

pemerlntah di bldang kesehatan;

f. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sgbesar 2%

dari gajl pokok.

Pasal. 4
(1) Bidan sebagai Pegawai Tidak tetap berhak mem-
peroleh :
a. penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan;

b. biaya perjalanan ke lokasi penempatan dan
biaya per)alanan pulang setelah mengakhiri

masa bakti;

c. pemeliharaan kesehatan dari PT. Asuransi

Kesehatan Indonesia;
d. cuti tahunan.

(2) Besarrnya ...
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Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah

memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

- BAB IV

PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN

pasal 5

Bidan yang baru lulus atau belum melaksanakan masa
pakti sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku diangkat sebagai Pegawal Tidak Tetap.

Pasal 6

Pengangkatan, penembatan dan pemberhentian Bidan
sebagal Pegawai Tidak Tetap dilakukan oleh Menteri

atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(1)

(2)

(1)

Pasal 7

‘f.amahya pél;kéﬂﬂ&ﬁh‘ﬁhganBébaqéiﬁpégawéiﬁTidék

Tetap adalah 3 (tiga) tahun sebagal pelaksanaan
masa bakti dan-dabét_aiﬁéfﬁaﬁjaﬂd\uhtUK?bafihd,
lara .3 (tiga) tahln? ‘.

Kedudukan Bidan sebagal Pégawai Tidak Tetap
pberakhir apablila yang persangkutan telah sele-
sai melaksanakan masa bakti atau selesai per-

panjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diberhentikan atau pemutusan secara sepihak

atau meninggal dunia.

Pasal 8

pemberhentian Bidan sebagal Pegawail Tidak Tetap
dilakukan apabila Bidan yang bersangkutan mela-
kukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya
atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profe-

sinya.

(2) Pemberhentian ...
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(2) Pemberhentian Bldan sebagai Pegawai Tidak Tetap
| sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau pemu-
_tusan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilaku-
kan seplihak dengan sengaja oleh Bidan yang
bersangkutan dapat dikenakan sanksli :

a. larangan untuk melakukan pekerjaan blidan,

dan/atau

b. pengemballan semua penghasilan yang telah
diterimanya sebesar 6 (enam) kall lipat dan
biaya-biaya lalnnya.

\

pPasal 9
(1) Bidan sebagai Pegawal Tidak Tetap apabila me-
ninggal dunia pada waktu menjalankan masa
pakti, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan
sebesar 6 (enam) kall penghasilan terakhir.

(2) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila
meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kewa-
jibannya, kepada ahli warisnya diberikan
tunjangan sebesar 12 (dua belas) kali peng-

hasilan terakhir. ¢

(J)IPernyataan meninggal dunia sebagalmana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V
PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 10

Bidan sebagal pegawal Tidak Tetap yang telah menye-
lesalkan masa baktl dapat menjadi Pegawal Negeri,
karyawan swasta atau melakukan praktek bidan per=-
orangan, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi.

pasal 11 ...
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« Pasal 11

(1) Bidan sebagai Pegawal Tidak Tetap yanyg telah
menyelesaikan masa bakbti dan Ingln menjadi

pegawai- negeri, pengangkatannya dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. \

(2) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah
menyelesaikan masa bakti dan ingin melakukan
praktek bidan perorangan, harus memiliki ijin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN- DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk melaku-
kan pembinaan dan pengawasan terhadap Bidan se-
bagai Pegawali Tidak Tetap dalam menjalankan
profesinya. ot

(2) Pembinaan dan penyawasan terhadap Bldan sebagal
Pegawal 1'idak Tetap dilakukan dengan mengikut-

sertakan organisasl profesi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksdnaan
prodgtant penqanqkéﬁﬁh Bidan sebagal Pegawal Tidak
Tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

BAB VIII ...
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjul bagi pelaksanaan Keputusan
Presiden ini diatur qieh,MéHtéEi~dén/ﬁth¢Mehﬁé%L
Keuangan sesual detigah” bidang*tUgadhya'mastiig-

masihgi

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1994

PRESIDEN REPUDLIKVINDONESIA
ttd.
SOEHINARTDO

sallinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
~dan perundang—undangan

u.b.

//;p%&g”hagJan Penelitian

'}fﬁﬁaahQ@- dangan II

\\“’Y'lymu?ubyo, S.1l.



